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BERITA DAERAH

SERI: D

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN

Menimbang

.oa.

PADA KELURAHAN KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,

bahwa berdasarkan perubahan Peraturan Walikota Bekasi
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan
Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
serta perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor
79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian
Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kota Bekasi maka Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada
Kelurahan Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan untuk
kedua kalinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka Perubahan Peraturan Walikota dimaksud perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E);

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 7 Seri D).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 80 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN
TUGAS JABATAN PADA KELURAHAN KOTA BEKASI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Kelurahan Kota
Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2008
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Kelurahan
Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 7 huruf b) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b ditambah 4 butir yaitu angka 8, angka 9, angka 10
dan angka 11 sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

b. Rincian tugas teknis :

1.

2.

melaksanakan pengisian buku sengketa dan buku daftar nama-
nama pengurus RW;

melaksanakan koordinasi dengan unsur atau satuan organisasi di
lingkungan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan;

membina  hubungan kerja ~sama dengan  unsur-unsur
masyarakat/lembaga msyarakat terkait dalam setiap kegiatan
Kelurahan;



8.

9.

10.
11.

melaksanakan fasilitasi pelayanan teknis administrasi
kependudukan meliputi penyiapan bahan rekomendasi pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu ldentitas Penduduk musiman
(KIPEM), Kartu Keluarga (KK), pembuatan Surat Pindah dan Surat
Keterangan menetap Sementara;

memantau dan melaporkan dampak pengelolaan pemanfaatan
lingkungan hidup oleh usaha industri sesuai ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan administrasi pertanahan guna membantu proses
pembuatan akta tanah, dan lain-lain di bawah koordinasi
Kecamatan;

mengolah buku administrasi bidang pemerintahan meliputi :

a) mengisi buku rekapitulasi transmigrasi;

b) mengisi buku rekomendasi izin pencatatan nikah di catatan sipil;
c) mengisi buku sengketa;

d) mengisi buku daftar nama-nama RT/RW.

menyiapkan bahan penandatangan formulir biodata penduduk WNI
menyiapkan bahan penandatangan formulir perubahan biodata
penduduk WNI

menyiapkan bahan penandatangan formulir permohonan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

mengelola buku rekomendasi izin pencatatan nikah di catatan sipil.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 2 ditambahkan 1 huruf yaitu huruf i)
sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

b. Rincian tugas teknis :

2.

memberikan pelayanan umum di bidang sosial dan administrasi

meliputi :

a) pembuatan surat keterangan tidak mampu untuk ditandatangani
Lurah;

b) pembuatan rekomendasi untuk kelengkapan administrasi
pendirian yayasan, sarana pendidikan, dll;

c) mengisi buku tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita,
tokoh pemuda, yang ada di Kelurahan;

d) mengisi buku jumlah orang jompo, tuna wisma, tuna susila, tuna
karya, dll;

e) mengisi buku kegiatan PKK;

f) mengisi buku zakat fitrah;

g) mengisi buku register calon jemaah haji;

h) mengisi buku kegiatan pengajian;

i) mengisi buku Akseptor Keluarga Berencana.



Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI D



